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Abstrak
 

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi. Hal

ini mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama cyber crime. Dalam

menghadapi akibat dari perkembangan tersebut, berbagai negara di dunia melakukan perkembangan dalam

kebijakan hukumnya melalui pembuatan ketentuan yang dikenal dengan nama cyber law.

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan perkembangan seperti itu, melalui Undang-Undang

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) terdapatlah sebuah

cyber law di Indonesia. Walaupun demikian, Undang-Undang tersebut dapat dikatakan memiliki

kekurangan-kekurangan dalam pengaturannya. Salah satu kekurangan tersebut adalah dalam hal mengenai

penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan. Menurut penulis, ketentuan yang mengatur

penyebaran dengan muatan informasi seperti itu dapat menjadi masalah dalam penerapannya apabila tidak

terdapat kejelasan dalam perumusannya. Oleh karenanya, untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut

dapat menjadi masalah dilakukanlah penelitian ini.

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa ketentuan mengenai penyebaran informasi yang

bermuatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE dapat menjadi suatu masalah. Walaupun dari segi

perumusannya dapat dijelaskan unsur-unsur yang dimilikinya, namun dari segi batasannya ketentuan

tersebut terlalu luas pengaturannya sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dalam

penerapannya.

......Development of information technology provides easy access to all kinds of information, this resulted in

the emergence of new crime known as cyber crime. To face the consequences of these developments, many

countries around the world develop a new legal policy known as cyber law.

Indonesia is one of the country that did such a development, through The Criminalization, Information and

Electronic Transaction Act (Law Number 11, 2008) cyber law exist in Indonesia. However, it can be said

that the Act has flaws in its regulation. One of these is in the case regarding the spread of information that

contains defamation. According to the authors, such policy could be a problem in practice if there is no

clarity in the concept. Therefore, this research was conducted to see how far the policy can be a problem.

From the results of research, it can be said that Dissemination Policy of Defamation in The Criminalization,

Information and Electronic Transaction Act can become a problem. Although it can be explained in terms of

concept, but in terms of usage it is too broad that making it possible to abuse in its implementation.
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